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KEPUTUSAN BERSAMA 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
DAN 

BUPATI PURWAKARTA 

 
     NOMOR  : 188.34/Kep. 10 -DPRD/2011            

             : 188.34/Kep. 10 /Huk/2011 
   LAMPIRAN : 3 (tiga) berkas 

  
TENTANG 

 

PERSETUJUAN TERHADAP 
 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN PURWAKARTA  

  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

DAN 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
Menimbang :  a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2010, pada tanggal 31 Oktober 2011 telah 
dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II 

pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta; 

 

b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna 

DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan 
dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan 
Bupati Purwakarta. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-

daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009,  tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2009 
Nomor 5043); 

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5179); 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang 
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3). 
 

 
MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : 
 
PERTAMA : Menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta; 

 
KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA 

di atas adalah raperda tentang : 
a. Pajak Penerangan Jalan; 

b. Pajak Parkir; 
c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
 

KETIGA  : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas, 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini; 
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
        

       
 Ditetapkan di Purwakarta 

  pada tanggal 31 Oktober 2011                   

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
 

 
 
 

DEDI MULYADI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
KETUA, 

 
 
 

UCOK UJANG WARDI 
 

 
Tembusan : 

  
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Barat. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

ttd 

ttd 
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LAMPIRAN  I    : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI 

PURWAKARTA. 
NOMOR :  188.34/Kep. 10-DPRD/2011            

    188.34/Kep. 10/Huk./2011 

TANGGAL : 31 OKTOBER 2011 
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA. 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR :        TAHUN 2011 
 

TENTANG  

 
PAJAK PENERANGAN JALAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a. 
 

bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang penting guna 

membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purwakarta;  
 

  b. bahwa berdasarkan  ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e 
dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 
Penerangan Jalan merupakan Jenis Pajak Kabupaten; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan untuk meningkatkan 

pelayanan perpajakan pada masyarakat, dipandang perlu 
untuk menetapkan pengaturan Pajak Penerangan Jalan 

dengan Peraturan Daerah; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4740); 
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3686),sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737): 
  13. 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang 

Reklame (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859); 

  14. 
 

 
 
 

 
15. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 
2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

dan 

BUPATI PURWAKARTA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN   DAERAH    TENTANG    PAJAK 
PENERANGAN JALAN 

 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah di 

Kabupaten Purwakarta; 

5. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

 Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang  digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah; 

6. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penggunaan 
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

7. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah 

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atas  jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah yang masih 

harus dibayar. 
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut 

SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 

telah ditetapkan; 
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB  adalah 

surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang; 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut  SKPDN adalah surat 

ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 
pajak yang dibayar. 

12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut  SSPD adalah surat yang oleh Wajib 
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke 

kas negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan 
Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati. 

13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 
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14. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

15. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 

keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
 

BAB II 
NAMA DAN OBYEK PAJAK 

 
Pasal 2 

 

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut setiap penggunaan tenaga listrik. 
(2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 

diperoleh dari sumber lain. 
(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh 

pembangkit listrik. 
 

Pasal 3 

 
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Penerangan Jalan adalah : 

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat 

dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; 

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas total daya terpasang 
sampai dengan 200 kVA; 

d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah;  
 

BAB III 
SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK 

 

Pasal 4 
 

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. 
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. 

 
BAB IV 

DASAR PENGENAAN PAJAK 

 
Pasal 5 

 
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga 
Lstrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian 

kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik; 
b. Dalam hal tenaga lisrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan 

kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga 
satuan listrik yang berlaku di daerah. 
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BAB V 
TARIF PAJAK 

 

Pasal 6 
(1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk rumah tangga dan usaha komersial 

bukan  industri, pertamba-ngan minyak bumi dan gas meliputi : 

a. 3% (tiga persen) untuk daya terpasang sampai dengan 2200 VA. 

b. 4% (lima persen) untuk daya terpasang di atas 2200 VA sampai dengan 5500 VA. 

c. 5% (lima persen) untuk daya terpasang diatas 5500. 

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan 

gas alam, tarif pajak   sebesar 3 %(tiga persen) 

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak sebesar 0,9 % (nol koma 

sembilan persen) 

BAB VI 
CARA PENGHITUNGAN PAJAK    

 
Pasal 7 

 
Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 dengan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam          

Pasal 5. 
 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

 

Pasal 8 
 

Pajak dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.  
 

BAB VIII MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 
 

Pasal 9 

 
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. 

 
Pasal 10 

 
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. 

 

BAB IX 
PEMBAYARAN, PENETAPAN DAN PENAGIHAN 

 
Bagian Kesatu 
Pembayaran    

 
Pasal 11 

 
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

(2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayar berdasarkan SSPD, 
SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 
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(3) Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Daerah, atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati dengan SSPD. 

(4) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 12 

 
(1) Setiap Wajib Pajak Wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. 

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD. 
(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 

dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka 
waktu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian. 
(5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kedua 

Penetapan  
 

Pasal 13 

 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 

menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat 

terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB. 
 

Pasal 14 
 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 

menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah 

diterbitkannya SKPDKB. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri 
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

 
Bagian Ketiga 

Penagihan    
 

Pasal 15 

 
(1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD, apabila : 

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda  dan/atau bunga. 

(2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang dibayar dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan sejak saat terutangnya pajak. 
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(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan surat ketetapan pajak. 

 
Pasal 16 

 

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan 
maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. 
 

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat keputusan keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. 
(3) Tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 17 

 
(1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding, yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar pada 
waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati. 

 
 

BAB X 
KEBERATAN DAN BANDING 

 

Bagian Kesatu 
Keberatan  

 
Pasal 18 

 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati,  atas suatu : 
 a. SKPDKB; 

      b. SKPDKBT; 
 c. SKPDLB; 

 d. SKPDN. 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 

pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang 

jelas. 
(3) Keberatan harus  diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak  tanggal   

diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati yang ditunjuk untuk itu, 
dan tanda pengiriman Surat Keberatan menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan 

tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. 
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(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati wajib 
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 
penagihan pajak. 

 

Pasal 19 
 

(1) Bupati  dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 
keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(3) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan 
atau penjelasan tertulis. 

(4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, 

menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak terutang. 
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati  tidak 

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
 

 
Bagian Kedua 

Banding  

 
Pasal 20 

 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak 

terhadap keputusan mengenai keberatannya, yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan 
tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak. 

 

 
Pasal 21 

 
(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak 

sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan 

sampai dengan  diterbitkannya SKPDLB. 
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak kenai 

sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 

mangajukan keberatan. 
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BAB XI 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN 
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 22 
 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati  dapat membetulkan, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SPKDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Bupati  dapat : 

a.  Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan 
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahannya; 

b.  Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB 
yang tidak benar; 

c.  Mengurangkan atau membatalkan STPD; 

d.  Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 
diterbitkan  tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e.  Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan 
membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
 

Pasal 23 

 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran 

pajak kepada Bupati. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 
 

Pasal 24 

 
(1) Bupati setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan : 

a. SKPLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak 
yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; 

b. SKPN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah 
terlampaui dan Bupati tidak memberi   keputusan, permohonan kelebihan pembayaran 

pajak dianggap dikabulkan, serta SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Penerangan Jalan Lebih Bayar. 

(4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 

2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 

(5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran  pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XIII 
KEDALUARSA PENAGIHAN 

 
Pasal 25 

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
(2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak 

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, pengurangan, atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak; 
 

Pasal 26 
 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 

sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
 

BAB XIV 

PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK 
 

Pasal 27   
 

Hasil penerimaan Pajak sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. 
 

BAB XV 

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 
 

Pasal 28 
 

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit RP. 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 
(2) Kriteria Wajib Pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan seabagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 29 
 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan daerah. 
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang; 
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b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu 
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 
BAB XVI 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 30 
 

(1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya 

sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri  Sipil (PPNS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan 

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas  
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
perpajakan daerah;  

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah  
d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 

dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda 

dan/atau dokumen yang dibawa; 
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 
 

BAB XVII SANKSI PIDANA  
 

Pasal 31 
 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan 

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang dibayar.  



 

16 

 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan 
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan 
Negara. 

 
 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 32 
  

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 33 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. 
 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal 31 Oktober 2011                

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 
 
 

 
      DEDI MULYADI 

 
 

 
 

 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

 
 
 

 
 

DEDI MULYADI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

KETUA, 
 
 

 
 

UCOK UJANG WARDI 
 

 
  

 

 
 

 
 

ttd 
ttd 
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LAMPIRAN  II    : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI 
PURWAKARTA. 

NOMOR :  188.34/Kep. 10-DPRD/2011            
    188.34/Kep. 10/Huk./2011 

TANGGAL : 31 OKTOBER  2011 
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA. 

 
 

 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR :        TAHUN 2011 

 

TENTANG 
 

PAJAK PARKIR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. 

 

bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan 

daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Purwakarta;  
 

  b. bahwa berdasarkan  ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf g dan Pasal 
95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah,  Pajak Parkir merupakan Jenis 
Pajak Kabupaten; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan 

pada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan 
pengaturan Pajak Parkir dengan Peraturan Daerah; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

  2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 
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  3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

 
  4.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686),sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 

 
  5.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

 
  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  7.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 
  8.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

 
  9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 
  10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4878); 
 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 
 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 
 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 

Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 
 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 
 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
 

  18.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; 

 
  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 

    

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

dan 
 

BUPATI PURWAKARTA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PAJAK PARKIR 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 

4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah di 
Kabupaten Purwakarta; 

5. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang  digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah; 

6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; 

7. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah 

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atas jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah yang masih 

harus dibayar; 
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut 

SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan; 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB  adalah 

surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang; 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut  SKPDN adalah surat 
ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 

pajak yang dibayar; 
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut  SSPD adalah surat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke 

kas negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan 
Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati; 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang 
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 
objek pasak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah; 

15. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Nihil, yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
16. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 

keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
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BAB II 
NAMA DAN OBYEK PAJAK 

 
Pasal 2 

 

 

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 
jalan. 

(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 
tersediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
 

 
Pasal 3 

 

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: 
a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 

b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk 
karyawannya sendiri; 

c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsultan, dan perwakilan Negara asing 

dengan asas timbal balik. 
 

BAB III 
SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK 

 
Pasal 4 

 

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan 
bermotor. 

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. 
 
 

BAB IV 
DASAR PENGENAAN PAJAK 

 
Pasal 5 

 

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 
kepada penyelenggara tempat Parkir. 

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan 
harga Parkir dan Parkir cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. 

 

 
 

BAB V 
TARIF PAJAK 

 

 

Pasal 6 
 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan  sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
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BAB VI 
CARA PENGHITUNGAN PAJAK    

 

Pasal 7 
 

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 dengan Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5. 
 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 
 

Pasal 8 
 

Pajak Parkir yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Parkir berlokasi. 
 

BAB VIII 

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 
 

Pasal 9 
 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. 
 

Pasal 10 

 
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir. 

 
 

BAB IX 

PEMBAYARAN, PENETAPAN DAN PENAGIHAN 
 

Bagian Kesatu 
Pembayaran    

 
Pasal 11 

 

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 
(2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayar berdasarkan SPTPD, 

SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 
(3) Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah 

Daerah, atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati dengan SSPD. 
(4) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

 
Pasal 12 

 
(1) Setiap Wajib Pajak Wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. 
(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD. 

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka 

waktu yang ditetapkan oleh Bupati. 
(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian. 
(5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Kedua 

Penetapan  
 

Pasal 13 

 
 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 
menerbitkan SKPDKB  

a. SKPDKB, apabila 
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 

atau kurang bayar; 

2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas 
hari) hari dan setelah ditegur secara tertulis; 

3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan. 
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap 

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang; 
c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi adminsitratif berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % 

(serauts persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pda ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak 

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh 

lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % 
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saaat terutangnya 
pajak. 

 
 

Bagian Ketiga 

Penagihan    
 
 

Pasal 14 
 
 

 

(1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD, apabila : 
a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

d. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 
salah tulis dan/atau salah hitung; 

e. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga. 

(2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang dibayar dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama 
dengan surat ketetapan pajak. 
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Pasal 15 
 
 

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan 
maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. 
(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat keputusan keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. 

(3) Tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 

Pasal 16 
 
 

(1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding, yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar pada 
waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 

dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati. 

 
 

BAB X 
KEBERATAN DAN BANDING 

 
 
 

Bagian Kesatu 

Keberatan  
 
 

Pasal 17 
 
 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada  Bupati,  atas suatu : 

 a. SKPDKB; 
      b. SKPDKBT; 

 c. SKPDLB; 
 d. SKPDN. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 
pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang 
jelas. 

(3) Keberatan harus  diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak  tanggal   
diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN oleh Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati yang ditunjuk untuk itu, 

dan tanda pengiriman Surat Keberatan menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan 
tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. 

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati wajib 
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. 
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(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 
penagihan pajak. 

 
 
 

Pasal 18 
 
 

(1) Bupati  dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 

keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 
(2) Sebelum    surat  keputusan  diterbitkan,  Wajib  Pajak  dapat  menyampaikan alasan 

tambahan atau penjelasan tertulis. 
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, 

menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak terutang. 
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati  tidak 

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
 
 
 
 

 

Bagian Kedua 
Banding  

 
 

Pasal 19 
 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak 
terhadap keputusan mengenai keberatannya, yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan 
tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 

pelaksanaan penagihan pajak. 
 

 
 

Pasal 20 
 

 

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran 

pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan 

sampai dengan  diterbitkannya SKPDLB. 
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai 

sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 

mangajukan keberatan. 
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BAB XI 
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN 

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 
 
 

Pasal 21 
 
 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau kerena jabatannya, Bupati  dapat membetulkan, 

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SPKDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Bupati  dapat : 

a.  Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan 
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 

karena kesalahannya; 
b.  Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB 

yang tidak benar; 
c.  Mengurangkan atau membatalkan STPD; 

d.  Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 
diterbitkan  tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e.  Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
 

 

Pasal 22 
 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran 
pajak kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

 
 
 

Pasal 23 
 
 

(1) Bupati setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan : 
c. SKPLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak 

yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; 
d. SKPN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah 

terlampaui dan Bupati tidak memberi   keputusan, permohonan kelebihan pembayaran 
pajak dianggap dikabulkan, serta SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) bulan. 
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. 
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(4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 
(5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran  pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 
 

BAB XIII 
KEDALUARSA PENAGIHAN 

 

 

Pasal 24 
 
 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
(2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 

c. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau 

d. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, pengurangan, atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. 
 
 

Pasal 25 
 
 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
 

 

BAB XIV 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

 
 

Pasal 26 
 
 

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit RP. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

(2) Kriteria Wajib Pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan seabagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 
 

Pasal 27 
 
 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan daerah. 
(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 



 

28 

 

d. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang; 

e. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu 
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

f. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

 
 
 

 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

 
 

Pasal 28 
 

 

(1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya 
sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri  Sipil (PPNS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas  

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
perpajakan daerah;  

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah  

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f.   Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah; 
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 
i.   Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

j.   Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
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BAB XVI 
SANKSI PIDANA 

 
 

Pasal 29 
 
 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan 

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar.  
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 

benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan 

Negara. 
 

 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal 30  
 
 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pajak Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

Pasal 31 
 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. 
 
 

Ditetapkan di Purwakarta 

pada tanggal  31 Oktober 2011                
BUPATI PURWAKARTA, 

 
 
 

 
      DEDI MULYADI 

 
 

 
BUPATI PURWAKARTA, 

 

 
 

 
 
 

DEDI MULYADI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

KETUA, 
 

 
 
 

UCOK UJANG WARDI 

ttd 

ttd 
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LAMPIRAN  III  : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI 
PURWAKARTA. 
NOMOR :  188.34/Kep. 10-DPRD/2011            

    188.34/Kep. 10/Huk./2011 
TANGGAL : 31 OKTOBER  2011 

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA. 

 

 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR :        TAHUN 2011 

 
TENTANG  

 

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWAKARTA, 

 
Menimbang : a. 

 

bahwa Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan  merupakan 

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Purwakarta;  
 

  b. bahwa berdasarkan  ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf f dan 

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Pajak Mineral 

bukan Logam dan Batuan  merupakan Jenis Pajak Kabupaten; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b dan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan 
pada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan 

pengaturan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan  dengan 
Peraturan Daerah; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

  2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
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  3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

 
  4.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686),sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 
 

  5.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4189); 
 

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  7.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (LNRI Tahun 2009 Nomor 4, TLNRI Nomor 
4959); 
 

  8.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
 

  9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 

  10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4878); 
 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

 
  14.  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

 
  15.  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

 
  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 
 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  18.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

 
  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 

dan 

BUPATI PURWAKARTA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG PAJAK MINERAL 
BUKAN LOGAM DAN BATUAN  

 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta; 
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah di 

Kabupaten Purwakarta; 

5. Dinas Teknis adalah Dinas yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan 
logam dan batuan; 

6. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang  pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 

Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang  digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah; 

7. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral 

bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi 
untuk dimanfaatkan; 

8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara; 

9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah 

surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atas jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah yang masih 

harus dibayar; 
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut 

SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 

telah ditetapkan; 
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB  adalah 

surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang; 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut  SKPDN adalah surat 
ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah 
pajak yang dibayar; 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang 
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 

objek pasak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 
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15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut  SSPD adalah surat yang oleh Wajib 
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke 

kas negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan 
Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati; 

16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah; 

17. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Nihil, yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
18. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 

keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
 
 

 

BAB II 
NAMA DAN OBYEK PAJAK 

 

Pasal 2 
 
 

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  dipungut setiap kegiatan 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: 

a. Batu Tulis; 
b. Batu Kapur; 

c. Batu Apung; 
d. Dolomit; 
e. Feldspar; 

f. Granit/Andesit; 
g. Gipt; 

h. Kaolin; 
i. Pasir dan Krikil; 

j. Phospat; 
k. Talk; 
l. Tanah Liat; 

m. Tras; 
n. Basal/Batu Templek; 

o. Tanah Merah/Laterit 
p. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 3 

 

Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah: 

a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak 
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan 

rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, 
penanaman pipa air/gas; 

b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari 
kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; 
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c. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh 
pertambangan rakyat; 

 
 

BAB III 

SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK 
 

Pasal 4 
 
 

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat mengambil Mineral bukan logam dan batuan. 

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang 

mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
 

 
BAB IV 

DASAR PENGENAAN PAJAK 
 

Pasal 5 

 
(1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan. 
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan 

volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing 
jenis mineral bukan logam dan batuan. 

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku 

dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan; 
(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan Batuan sebagaiamna 

dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Teknis. 

 
 

BAB V 

TARIF PAJAK 
 

Pasal 6 
 

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

 
 

BAB VI 
CARA PENGHITUNGAN PAJAK    

 
Pasal 7 

 

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5. 
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BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 
 

Pasal 8 

 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat 

Mineral Bukan Logam dan Batuan  berlokasi. 

 
BAB VIII 

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 
 

Pasal 9 
 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. 
 
 

Pasal 10 
 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan  Mineral Bukan Logam 

dan Batuan. 
 

 
 

BAB IX 
PEMBAYARAN, PENETAPAN DAN PENAGIHAN 

 
 

Bagian Kesatu 
Pembayaran    

 
 

Pasal 11 
 
 

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

(2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayar berdasarkan SPTPD, 
SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

(3) Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Daerah, atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati dengan SSPD. 

(4) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 
 

Pasal 12 
 
 

(1) Setiap Wajib Pajak Wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. 
(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD. 

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka 
waktu yang ditetapkan oleh Bupati. 

(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian. 

(5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Kedua 
Penetapan  

 
Pasal 13 

 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 
menerbitkan SKPDKB  

a. SKPDKB, apabila 
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 

atau kurang bayar; 
2. SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas 

hari) hari dan setelah ditegur secara tertulis; 

3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan. 
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap 

yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang; 
c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit 

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi adminsitratif berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % 

(serauts persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pda ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak 

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh 
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % 
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saaat terutangnya 
pajak. 

 
Bagian Ketiga 

Penagihan    
 

Pasal 14 

 
(1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD, apabila : 

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda  dan/atau bunga. 

(2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang dibayar dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan sejak saat terutangnya pajak. 
(3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan surat ketetapan pajak. 
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Pasal 15 

 
(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan 

maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. 
(2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat keputusan keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak. 

(3) Tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 16 

 

 

(1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar pada 

waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
(2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 

dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 

angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati. 
 

 

BAB X 
KEBERATAN DAN BANDING 

 

 

Bagian Kesatu 

Keberatan  
 
 

Pasal 17 
 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada  Bupati,  atas suatu : 

 a. SKPDKB; 
      b. SKPDKBT; 

 c. SKPDLB; 
 d. SKPDN. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah 
pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang 
jelas. 

(3) Keberatan harus  diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak  tanggal   
diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN oleh Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 
(5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati yang ditunjuk untuk itu, 

dan tanda pengiriman Surat Keberatan menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan 
tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. 

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Bupati wajib 
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 

penagihan pajak. 
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Pasal 18 
 

 

(1) Bupati  dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat 

keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 
(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan,  Wajib  Pajak  dapat  menyampaikan alasan 

tambahan atau penjelasan tertulis. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, 
menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati  tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

 
 
 

Bagian Kedua 

Banding  
 
 

Pasal 19 
 
 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada peradilan pajak 

terhadap keputusan mengenai keberatannya, yang ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan 
tersebut. 

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak. 

 
 
 
 
 

Pasal 20 
 
 

(1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan 
sampai dengan  diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak kenai 
sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 

50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 
(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum 
mangajukan keberatan. 
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BAB XI 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN 
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF 

 
 

Pasal 21 

 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati  dapat membetulkan, 

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SPKDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
(2) Bupati  dapat : 

a.  Mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan 

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 

karena kesalahannya; 
b.  Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB 

yang tidak benar; 
c.  Mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d.  Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau 

diterbitkan  tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 
e.  Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
 

Pasal 22 

 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran 

pajak kepada Bupati. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 
 

 

Pasal 23 
 

(1) Bupati setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan : 
a. SKPLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak 

yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; 

b. SKPN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. 
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) telah 

terlampaui dan Bupati tidak memberi   keputusan, permohonan kelebihan pembayaran 
pajak dianggap dikabulkan, serta SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 

lama 1 (satu) bulan. 
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. 
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(4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 
(5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran  pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 
 

BAB XIII 
KEDALUARSA PENAGIHAN 

 
 

Pasal 24 
 
 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 

(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2)  Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak 

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran, pengurangan, atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak; 

 

 
 
 

Pasal 25 
 
 

(4) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. 

(5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(6) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 
 

BAB XIV 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

 
 

Pasal 26 
 
 

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit RP. 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 
(2) Kriteria Wajib Pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan seabagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 
 

Pasal 27 
 

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang; 
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b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

 
BAB XV 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 28 
 

(1) Selain Penyidik Umum yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya 
sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri  Sipil (PPNS) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas  

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 

perpajakan daerah;  
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah  
d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan 
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f.   Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 
i.   Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
j.   Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. 
 

 

BAB XVI 
SANKSI PIDANA 

 

Pasal 29 
 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan 

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang dibayar.  
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(2)  Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 

benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 

penerimaan Negara. 
 
 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 30  
 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 31 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. 

 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal  31 Oktober 2011               
 

BUPATI PURWAKARTA, 
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DEDI MULYADI 
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